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:Iahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Tenteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
craturan Daergh Tentang RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perybahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pEIaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan,

b. bah'wa sehubungan dengan adanya kebijakan
nasional  terkajt penanganan  Covid-19  dan
Penyelarasan kegiatan yang bersumber dari Dana
Transfer serta pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 202] tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka
RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu  menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara
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‘Paten  Subang dengan meNg pembentukarn

~Ndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang n Provinsi
A€rah-daera}, Kabupaten Dalam Li"gku'.lgn ndonesia
Barat (Lembaran Negara Republ an Negara
968 Nomor 31, Tambahan Lembar
Kk Indones; 2851);

sia Nomor ) tentang

gindang‘undang Nomor 25 Tahun 2004 Nasional
Stem Perencanaan Pembangu'?an hun 2004
Mbaran Negara Republik Indonesia Tanhu

[ omor 1 4, Tambahan Lembaran Negara
Ndonegj, Nomor 4421);

Unda“g‘Undang Nomor 17 Tahun 2007 t‘gnt(ilJnPg)
Il\?lengana Pembangunan jangka Panjang (RP:
asiong] Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
CPUblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
™baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Urldarl!%-Umdang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Ienata\am Ruang (Lembaran Negara Republik
Ndonesijg Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

U“dar}g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia  Tahun 9014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diuban beberapa kali, terakhir
dengan  Undang. Undang Nomor 9 Tahun 2015
‘entang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesig Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang  Membahayakan Perekonomian
Nasional ~dan/atau Stabilitas ~ Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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tandar Pelayanan Minimal (Lembaran han
Republik [ Tamba

ndonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peratul-an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentarrls
engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran e n
Repubjik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba.ha
"baran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6178);

Peraturan Pemerinta Nomor 13 Tahun 2019 tentans
D Poran dap Evaluasi Penyelenggaraan P eme'nnta:j:
2§erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

19 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiy Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
,?erubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
ahun 201¢ tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Tegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187

ambahan  Lemparan Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN)  Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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= tentang Percepatan Penanganan Corona :
se.ase 2019 gj Lingkungan Pemerintah DaeraO

(St Negara Republik Indonesia Tahun 202

Nomor 249);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan

an Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 590);

Anggaran
Alokasi,
B elanj a
Tahun 2

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2

Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa TA. 2021 dalam rangka mendukung penanganan
pandemic COVID-19 dan dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22,
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Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ;i

Tahlln 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumeén

cTencanaan Pembangunan dan Pelaksanaar

Pl?rs»:ZEbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
arta Tahun 2006 Nomor 54);

;Z;aturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomf)r 11
K un 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
abupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran
lii)(?rah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor

)

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tah}m 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
::nhjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta

un 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daeran Kabupaten Purwakarta Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 —

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2021 Nomor 3);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);
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Pasal 1
Dalam Peraturan Bu

e Pati ini yang dimaksud dengan :
5 paerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
| SMerintahap Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penye]

el °Negara pemerintahan daerah yang memimpin
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
angan daerah otonom.

3.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan de

Wan perwakilan rakyat daerah dalam
"8garaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewen

Penyele

kewenangan Daersih,

4. :
lsadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
engen'lbangan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappehtbangda adalah  Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di
bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
daerah,

5.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP_ adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Renca}na Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan
berpedoman pada RKPD.
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Pasal 2

Perubap
i kumen
Perubahgap, RKPD  Tahun 2021 merupakan do

Memuat |, Perencanaan dan penganggaran daerah' yi:i
Pembangu::rangka ekonomi daerah, sasaran dan Pﬂozaj_k
yang dilay an daerah, rencana kerja dan pendanaannya,
Sanakan 1angsung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

P
erubahan RKPp Tahun 2021 digunakan sebagai :

3 gg‘éﬁma” dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun

Pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Tahun 2021 ;

C. pedoman dalam

2021 peényusunan Perubahan RAPBD Tahun

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

a. BABI  Pendahuluan
b. BABII Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021
BAB Il Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

d. BABIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah

e. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. BAB VI Penutup
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) ls,' dan Uraian dokumen Perubahan Rld’l? :: l,nml)irﬂn.
\~lmakSUd Pada ayat (1), tercantum e 'Rnhk“n o
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Pasal 5
Bappal; valuasi
terEthtbangda melakukan pengendalian da.n ke‘:entuan
Deratu?p Pelaksanaan perybahan RKPD, sesuai
an Pemndangan-undangan~
Pasal 6
Peraturan i tanggal

diUndangkanBuPati ini mulai berlaku pada

pgz;usztiap Orang dapat mengetahuinya, memen‘ntahkaral
dalamnB 2180 Peraturan Bupati ini dengan penempataniy
°1ta Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal b Agustus 292)

/ *BUPATI PURWAKARTAVQ

~

NNE RATNA"MUSTIKA

Diundangkan qj Purwakarta
pada tanggal § Agustus 2.9z,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PU RWAKARTA,

-

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR | 8@




